SALINAN

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAIIAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGCARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Fendapatan dan Belanja Daerah 'Tahun Anggaran 2022, pada
huruf E  angka 12, menyatakan Pemerintah Daerah
menganggarkan pendapatan vang bersumber dari dana transfer
ke dacrah yvang vang penggunaanya sudah ditentukan dengan
petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
dengan cara melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjaharan APRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belamja Dacrah Tahun Anggaran

Mengingat

2022,

=

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 lentang Pembentukan

Dacrah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahm{n
1056 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}mn 2004 qunc-r
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

he



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 lambahgn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Unqang— Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
gfg%]’l‘amba}lan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
W),

6 Peraturan Pemerintnh Nomor 5 Tahun 1982 tenlung Pemindahan
Il:!u!cc{tu I{anUpaten Dati Il Langkat dari Wilayah Kodya Dati 11
Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9;

4 PffrHLLu'ap Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilavah Kodya Dati 1T Binjai, Kabupaten Dati 11 Langkat dan
l{abupaifen Dati Il Deli Serdang (Lembaran Negara Republik
fminnt-fﬂa Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3322):

8. F‘er:&turan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

10, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan  [engawasan DPenyelenggaraan  DPemerintahan  Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018  (enlang  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana tclah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

13. Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerupan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2(1 3
Numor 1425);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tcntang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Bt:!'cmj;fi Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 926};

17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 6);
U,
o



Menetapkan

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomaor 63);

19. Peraturan Bupali Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat

Talmin Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun

2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:;

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERLUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENJABDARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN DBELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2022.

Pasal |

Eeb_erapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2022 (Berita
Dacrah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 45) diubah sebagai berikut;

L. Ketenluan Pasal 1 diubah sehingga herbunyi sebugai berikut: Pasal 1 Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah sebesar

Ep.1.901.965.980,708 -

Rp.1,983.554.597.063,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.904,965,980.708,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp.  81.387.641.577,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

2. Belanja

a.
h.

Jumlah Belanja setelah Perubahan
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp.

Semula Rp. 1.901.965.980.708,00
Bertambah /(berkurang) Rp. 81 .588.616.355.,00

3. Pembiavaan

a. Pencerimaan

1) Sermiila Rp. 0,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 200.974.778,00

Jumlah Penerimaan sctelah Perubahan Rp.
b. Pengeluaran

1) Semula Rp.3.000.000.000,00

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.

Sisa Lebih Pembiayvaan Anggaran setelah Perubahan Rp.

bertambah Rp.81.588.616.355,-

schingga menjadi

Rp. 1.986.353.622.285,00

Rp. 1.983.554.597.063,00

2.799.025.222,00

200,974 778,00

3.000.000.000,00

(2.799,025.222,00)

0,00

b4



2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 3, disisipi 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 2, sehingga
berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 2

Penjabaran APBD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada
Lampiran Il Peraturan Bupalti ini.

3. Ketentuan Lampiran | dan Lampiran |, diubah sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

4. Perubahan pada ketentuan Lampiran 1l mecliputi Dinas Pendidikan, Dinas
Kesehatan, Rumah Sakit Umum Tanjung Pura, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Perempuan, Perlindungan Anak, Dinas Kecarsipan dan Perpustakaan, Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Dacrah Kabupaten Langkat.

5. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 3A yvang
berbunyi sebagai berileut ¢

Pasal 3A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan lainnya vang diatur
dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2021 Nomor 45, dinyatakan masth berlalu.



Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal | M=t 2092
Plt, BUPATI LANGKAT,

ttd

SYAH AFANDIN
Diundangkan di Stabat

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2022 NOMOR : 2

Salinan sesuai dengan aslinya

ALIMAT TARIGAN
PEMBINA TINGKAT I
NIP, 19730803 200212 1 005



